ABSTRAK

Terbatasnya bidang tanah menyebabkan banyaknya permasalahan
persoalan pertanahan dalam masyarakat sehingga perlu dikendalikan serta adanya
jaminan kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan
pendaftaran tanah dan proses paling penting adalah pengukuran tanah. Berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, Pasal 17 ayat (3) menyebutkan penempatan tanda-tanda batas termasuk
pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan. Namun masih ada pemegang hak milik atas tanah yang sudah
bersetifikat tetapi tidak ada penempatan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah
dan mayoritas masyarakat desa masih menggunakan tanda batas dari tanaman hal
ini menyebabkan terjadinya perselisihan karena tanda batas ini bersifat tidak
permanen dan apabila tanaman rusak atau mati maka tanda batasnya berubah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini “Faktor Apa Yang
Menyebabkan Pemegang Hak Milik Atas Tanah Belum Melakukan Pengembalian
Dan Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat
Kabupaten Mempawah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?77
selanjutnya yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk
mendapatkan data tentang kewajiban para pemegang hak milik atas tanah di desa
wajok hilir kecamatan jongkat kabupaten mempawah, untuk mengungkapkan
penyebab pemegang hak milik atas tanah tidak memenuhi kewajibannya dalam
penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah di tiap-tiap sudut
bidang tanah yang sudah ditetapkan, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi
pemegang hak milik atas tanah yang tidak melaksanakan kewajiban penempatan
dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah, Untuk mengungkapkan upaya
dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah dalam menertibkan pemegang hak
milik atas tanah yang tidak memelihara tanda-tanda batas bidang tanah. Metode
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
empiris dengan sifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor yang menjadi penyebab
Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat
Kabupaten Mempawah yang belum melakukan pengembalian dan pemeliharaan
tanda-tanda batas bidang tanah yang dimilikinya disebabkan oleh faktor kurangnya
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wajib untuk memiliki penempatan
dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah yang dimilikinya. Akibat
hukumnya jika tidak dipenuhinya kewajiban untuk pemelihraan tanda-tanda batas
bidang tanah adalah tidak ada kepastian hukum dan membayar biaya kerugian.
Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten
Mempawah adalah aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah.
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ABSTRACT

The limited land parcels cause many land issues in the community so that
they need to be controlled and there is a guarantee of legal certainty. To ensure legal
certainty, land registration is necessary and the most important process is land
measurement. Based on the provisions of Government Regulation Number 24 of
1997 concerning Land Registration, Article 17 paragraph (3) states that the
placement of boundary signs, including their maintenance, must be carried out by
the holder of the land rights concerned. However, there are still holders of land
rights who have certificates but there is no placement and maintenance of land
parcel boundaries and the majority of village communities still use boundary
markings from plants, this causes disputes because these boundary markings are not
permanent and if the plants are damaged or die then the boundary sign changes.

The formulation of the problem in this research is "What are the factors that
cause land ownership rights holders to not return and maintain boundary signs in
Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency according to
Government Regulation Number 24 of 1997?" The next objectives of this research
are as follows: to obtain data on the obligations of the holders of property rights to
land in the village of Wajok downstream, sub-district of Jokat, Mempawah regency,
to reveal the causes of the holders of land rights not fulfilling their obligations in
placing and maintaining boundary signs. plots of land in each corner of the land
parcels that have been determined, To reveal the legal consequences for holders of
property rights to land who do not carry out the obligation to place and maintain
boundary markings of land parcels, To reveal the efforts of the Mempawah Regency
ATR/BPN Office in bringing order to the holders of land parcels land ownership
rights that do not maintain the boundaries of the land parcels. The method used by
the author in this study is an empirical legal research method with a descriptive
research nature.

The results obtained are the factors that cause Land Ownership Rights
Holders in Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency who have
not returned and maintained the boundaries of their land parcels due to the lack of
understanding and public awareness about the obligation to have placement and
maintenance. maintenance of the boundaries of the land parcels it owns. The legal
consequence is that if the obligation to maintain land parcel boundaries is not
fulfilled, there is no legal certainty and the cost of loss is paid. Meanwhile, the
efforts that can be made by the Mempawah Regency ATR/BPN Office are to
actively provide socialization to the community regarding the importance of placing
and maintaining land parcel boundaries.
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